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PUTUSAN
Nomor 3618 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:

DJAPAR ADYATMA, bertempat tinggal di Perum Griya
Carikan Permai, RT 005/RW 04, Desa Sukoharjo, Kecamatan
Sukoharjo, Kabuapten Sukoharjo;
Pemohon Kasasi;

Lawan
SUTIMAN, bertempat tinggal di Dukuh Nandan, RT 001/RW 005,
Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi
mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam
masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas
Mohon menjadi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara a quo;

3. Menyatakan secara sah dan berharga memerintahkan kepada majelis
pemeriksa perkara a quo Tergugat untuk mengembalikan hak milik
orang lain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang
dibayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai atau
sesuai pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara a quo;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat
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maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari
tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320
KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata itu telah menyimpang
menurut hukum ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Pasal 6
juncto Pasal 11 ayat (2) huruf e dan menghukum kepada Tergugat
untuk menyerahkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor
3333, luas 298 m?, haruslah dibatalkan atas lelang yang tidak benar
maka kembali kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa
sarat dan menghalangi atas hak milik Penggugat menyertai baik dari
tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa
saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang mengambil
merubah nama cedera hukum batal demi hukum untuk di batalkan;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan
(concervatoir beslag) kepada Penggugat tersebut dengan cara
menetapkan pokok pinjaman yang tertera di atas tersebut dan
menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

2. Gugatan Penggugat error in persona;

3. Gugatan Penggugat nebis in idem;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Sukoharjo menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Skh, tanggal 27
September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:
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1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir
hingga saat ini sejumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan

oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor

49/Pdt/2019/PT SMG tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019
sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
10/2019/Kas juncto Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Skh. juncto Nomor 49/Pdt/
2019/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo,
permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi
mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam
masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas
mohon menjadi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara a quo;

3. Menyatakan secara sah dan berharga memerintahkan kepada majelis
pemeriksa perkara a quo Tergugat untuk mengembalikan hak milik

orang lain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang
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dibayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai atau
sesuai pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara a quo;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat
maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari
tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320
KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata itu telah menyimpang
menurut hukum ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan Pasal 6
juncto pasal 11 ayat (2) huruf e;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa
berupa SHM Nomor 3333, luas 298 m?, haruslah dibatalkan atas lelang
yang tidak benar maka kembali kepada Penggugat dalam keadaan
sempurna tanpa sarat dan menghalangi atas hak milik Penggugat
menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas
izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh
siapapun yang mengambil merubah nama cedera hukum batal demi
hukum untuk di batalkan;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (conservatoir
beslag) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok
pinjaman yang tertera di atas tersebut dan menyatakan secara hukum
bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada upaya hukum lain dari Tegugat;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

- Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019,

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi
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Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Sukoharjo, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat
nebis in idem tidak dapat dibenarkan karena putusan terdahulu bersifat negatif,
sehingga jika diajukan lagi dengan pihak-pihak, objek maupun permasalahan
yang sama tetap bisa dilakukan, tetapi walaupun pertimbangan Judex Facti
keliru mengenai nebis in idem, gugatan Penggugat cacat formil, kabur karena
tidak ada persesuaian antara posita dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DJAPAR ADYATMA tersebut
harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DJAPAR ADYATMA
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,
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C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muh.
Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh
Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd ttd
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

TMeterain............ Rp 6.000,00
2Redaksiieeiinn..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp484.000,00
Jumlah ... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001
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